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Badan Ad Hoc

Penyelenggara Pemilu/Pilkada
suatu panitia/organisasi yang dibentuk
untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka menjalankan tahapan Pemilu/
Pilkada di tingkat tertentu.
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BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU
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Peran Badan Ad-Hoc k .
Penyelenggara Pemilu/Pilkada

Penentu kualitas demokrasi karena sistem dan
penentuan hasil akhir pemilu dan pilkada yang
ditetapkan KPU didasarkan pada proses
pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi
berjenjang, sehingga posisi badan adhoc
ditempatkan sebagai ujung tombak untuk
menjaga proses pemilu dan pilkada.
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TUGAS BADAN ADHOC

Membantu KPU Kabupaten/Kota Dalam
Pembentukan PPS Dan KPPS

Membantu KPU Kabupaten/Kota Dalam
Distribusi Logistik Pemungutan Suara

Mengelola Data Pemilih Pemungutan
Suara Ulang Di Wilayahnya

Melakukan Sosialisasi Pemungutan Suara
Di Wilayahnya

Melakukan Pelaksanaan sesuai dengan
Tahapan yang Berlangsung

Melaksanakan Pemungutan,
Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara

Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Sebelum Berakhirnya Masa Kerja



HUBUNGAN KERJA

SINERGISASI DAN PANTARLIH -
HARMONISASI

PPK-PPS DAN
SEKRETARIAT

PERAN DAN S
HUBUNGAN KERJA

* Menjaga etika dan moralitas

PEMBUAT
* Menjaga sinergisasi antara KPU dan Badan Adhoc KEBIJAKAN
* Pemahaman peran dan fungsi
* Kesadaran dalam meredam ego-sektoral PELAKSANA
: . . PPK-PPS
e Saling menghormati dan toleransi KEBIJAKAN

* Pemupukan sense of belonging
* Terbuka pada setiap masukan dan kritikan SEKRETARIAT PPK-PPS
* Visioner dan progresif ke depan

* Membangun kerjasama kelembagaan yang solid
* Memutuskan berdasarkan kemufakatan PANTRLIH-KPPS
* Berani dalam menegakan kebenaran

FASILITATOR DAN
PENDUKUNG

PELAKSANA TEKNIS
LAPANGAN

Jldd -
LYy




STAKEHOLDER PENYELENGGARA PEMILU

KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDER

Pengadilan

Dalam tata Kelola Pemilu di Indonesia KPU,
PRESIDEN Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan

REPUBLIK Kementerian/ . .
INDONESIA Lembaga dalam kemitraan strategis

Kejaksaan

Stakeholder yang terlibat dalam Pemilu
BAWASLU perlu ada sinergitas dalam satu visi dan
Media koordinasi yang solid

Manajemen jaringan dalam tata Kelola

pemilu tidak dapat disimplifikasi dan
menjadi aspek terpenting dalam kelancaran
LSM

tahapan pemilu/pemilihan

Dukungan dari tiap stakeholder menjadi
sangat penting dan vital dalam menjaga
teknis kepemiluan, infrastruktur pemilu,
kepastian hukum, pendidikan pemilih, dan
keamanan-ketertiban masyarakat




PENINGKATAN KAPASITAS
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APA SAJA YANG PERLU
DITINGKATKAN?




WAWASAN
KEPEMILUAN

MENGETAHUI DAN MEMAHAMI
REGULASI PENYELENGGARAAN
PILKADA

MENGETAHUI DAN MEMAHAMI
TUGAS, KEWAIJIBAN DAN
WEWENANG SEBAGAI BADAN
ADHOC DALAM PELAKSANAAN
PILKADA

MENGETAHUI DAN MEMAHAMI
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
PENYELENGGARA PEMILU

MENGETAHUI DAN MEMAHAMI
MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS,
RENTANG KENDALI DAN HIRARKI
DALAM PENYELENGGARAN PILKADA

PENINGKATAN KAPASITAS

PELAKSANAAN

KEMAMPUAN DALAM MENGAMBIL
KEPUTUSAN TEKNIS BERDASARKAN
REGULASI

KEMAMPUAN DALAM
MENYELESAIKAN PERMASALAHAN
TEKNIS YANG TERJADI SESUAI TUGAS
DAN FUNGSINYA

KEMAMPUAN KOORDINASI DAN
KOMUNIKASI DENGAN PEMILIH,
PANWAS, SAKSI PARPOL DAN PIHAK-
PIHAK LAIN SESUAI JENJANGNYA

KEMAMPUAN MENGELOLA TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA SESUAI
DENGAN KETENTUAN YANG
BERLAKU

KEMAMPUAN/SKILL



KOORDINASI

ANTAR STAKEHOLDER

MELAKUKAN PEMETAAN TERHADAP
KONDISI KEWILAYAHAN MASING-
MASING UNTUK MENENTUKAN
CARA KOORDINASI DAN
KOMUNIKASI

MELAKUKAN KOORDINASI PADA
STAKEHOLDER YANG BERPENGARUH
DALAM PELAKSANAAN

MELIBATKAN SETIAP UNSUR
STAKEHOLDER DALAM SETIAP
TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILU

MENJAGA PRINSIP KELEMBAGAAN
DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN
DENGAN SETIAP STAKEHODLER

PENYELENGGARAAN

MEMAHAMI MEKANISME
PENERIMAAN LOGISTIK DAN
PENCATATAN PENERIMAAN LOGISTIK
DENGAN BAIK

MEMAHAMI DATA PEMILIH YANG
BERHAK DI TPS DAN MENGELOLA
DATA SECARA TERTIB DAN BAIK

MEMAHAMI PROSEDUR
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
SUARA, FORMULIR YANG
DIGUNAKAN DAN MEKANISME
PENGISIAN FORMULIR

MEMAHAMI PROSEDUR
PELAKSANAAN PENGHITUNGA
SUARA/REKAPITULASI SUARA,
FORMULIR YANG DIGUNAKAN,
MEKANISME PENGISIAN FORMULIR
DAN SIREKAP

PEMAHAMAN TEKNIS

PENINGKATAN KAPASITAS

MENGHINDARI
PELANGGARAN

BERPEDOMAN PENUH KEPADA
PANDUAN DAN ARAHAN YANG
TELAH DIBERIKAN OLEH KPU

MENGHINDARI KESALAHAN DALAM
PENCATATAN BAIK DISENGAJA
MAUPUN TIDAK DISENGAJA DALAM
SETIAP TAHAPAN PEMILIHAN

SELALU MEMBERIKAN LAPORAN
DAN BERKONSULTASI KEPADA KPU
KABUPATEN/KOTA JIKA MENDAPAT
PERMASALAHAN YANG TIDAK
TERPECAHKAN

MENGHINDARI PENGAMBILAN
KEPUTUSAN YANG BERTENTANGAN
DENGAN REGULASI



) KPU KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

TINGKATAN KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
KPU PROVINSI
DETEKSI DAN PEMBINAAN DAN PATROLI
KPU KABUPATEN/KOTA CEGAH DINI PENYULUHAN
@ @
PENGAMANAN PENGAWALAN PENERTIBAN
-
PENANGANAN UNJUK RASA DAN
KPPS/PANTARLIH/PPDP KERUSUHAN MASSA




STRATEGI PENGUATAN PENYELENGGARA PEMILU

PPK dan PPS perlu untuk membangun komunikasi
antar stakeholder dengan membangun kemitraan
strategis baik lembaga di setiap wilayah kerjanya

Perkuat konsolidasi di Internal PPK-PPS dengan
Sekreatriat untuk terus mengasah kompetensi dan
kapasitas dalam membentuk teamwork yang solid

Jaga integritas dan profesionalitas baik secara
bersonal maupun kelembagaan dengan
mempedomani asas dan prinsip penyelenggaraan
pemilu

Dukungan lintas stakeholder dan
masyarakat yang  partisipatif
dalam setiap agenda kegiatan KPU
akan memberikan peningkatan
pada kualitas demokrasi

Suarakan informasi dan kegiatan KPU pada media
informasi dan  perkuat hubungan dengan
masyarakat yang lebih partisipatif pada setiap
agenda KPU



DISKUSIKAN DALAM KELOMPOK

MATERI HUBUNGAN KERJA BADAN ADHOC

Bagaimana kondisi masyarakat pada wilayah kerja?
Bagaimana kontestasi politik yang terjadi pada wilayah kerja?
Bagaimana potensi kerawanan pilkada pada wilayah kerja?

Bagaimana peranan pemerintah daerah dan kecamatan dalam pemilu?

Bagaimana cara efektif yang ditawarkan dalam melakukan manajemen konflik?

UMPAN BALIK




Bagian Administrasi Anggota KPU

dan Badan Ad Hoc www.kpu.go.id kpu_ri 0 KPU Republik Indonesia i:@KPU_I
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Biro Sumber Daya Manusia
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